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Abstrak
 

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang yang kemudian diwujudkan dalam

sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

sering timbul konflik di antara suami istri. Perjanjian perkawinan muncul sebagai alternatif untuk

memberikan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam perkawinan.

Namun, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pola pengaturan dan materi apa saja yang dapat diatur dalam

perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkaitan

dengan hak-hak istri dalam lembaga perkawinan, serta bagaimana pelaksanaannya selama ini di dalam

praktek. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diberi judul "Perjanjian Perkawinan Sebagai

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan yang didukung dengan pendekatan

kualitatif sebagai metode dalam pengolahan data.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam

KUHPerdata diatur sesudah bab mengenai harta kekayaan perkawinan, sedangkan UU No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan mengaturnya sebelum hak dan kewajiban suami istri serta harta kekayaan perkawinan.

Materi dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata lebih kepada persoalan harta kekayaan,

sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diperjanjikan hal-hal lain di luar

persoalan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan di dalam prakteknya masih mengatur seputar persoalan

harta kekayaan suami istri.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar dibuat suatu Peraturan Pelaksanaan mengenai

ketentuan dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan segala sesuatu yang

berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan agar diadakan suatu program penyuluhan dari pemerintah

kepada masyarakat mengenai pentingnya dibuat suatu perjanjian perkawinan antara calon suami istri

sebelum perkawinan berlangsung.
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